PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  





A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori tentang kepemimpinan, hal 
ini menununjukkan pentingnya makna dari sebuah kepemimpinan di suatu 
kelompok maupun organisasi. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah suatu 
yang istimewa, tetapi tanggungjawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, 
bukan untuk berleha-leha tetapi kerja keras. Juga bukan kesewenang-
wenangan bertindak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan menjadi 
bahasan penting karena  merupakan hal yang kompleks yang melibatkan para 
pemimpin, para pengikut dan situasi, selain itu kepemimpinan dapat terjadi 
dimana saja dan kapanpun. Bahkan Rasulullah bersabda yang berbunyi : 
  مَُؤيَْلف ٍَرفَس ِْيف ٌةَثََلَث َجَرَخ اَِذإحيحص دانسئب دواد وبأ هجرخأ[ ُْمهَدََحأ اْوُر  
 
Artinya :“Apabila ada tiga orang yang berjalan maka salah satunya itu 




Namun, ternyata teori tidak bersanding dengan kenyataan, bahkan 
kepemimpinan yang efektif menjadi bahan yang langka, khususnya di 
Indonesia dilihat dari praktek kepemimpinan yang selalu berakhir dengan 
kegagalan seperti banyaknya kasus yang terjadi, korupsi, masyarakat hidup 
melarat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin bahkan 
tidak jarang juga seorang pemimpin yang mengakhiri kepemimpinannya di 
penjara. Praktek-praktek kepemimpinan saat ini menjadikan krisis hasil yang 
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efektif, seharusnya memberikan kontribusi besar dalam perkembangan 
kehidupan manusia, namun mulai menjadi ricuh oleh maraknya praktek 
kepemimpinan yang tidak sehat dan berdampak buruk bagi perkembangan 
suatu instansi ataupun lembaga. Dari berita yang beredar banyak sekali kasus-
kasus dan fenomena kepemimpinan yang meresahkan kehidupan masyarakat. 
Di antaranya : calon presiden Joko Widodo diimbau untuk segera mundur dari 
jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyusul hasil audit Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas APBD DKI Jakarta 2013 yang 
menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi 
merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.
2
 
Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar 
(KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil 
audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah 
negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran 
BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun. BOP untuk sekolah 
swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada 
manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang 
mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.  
Bahkan, program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas 
Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan 
kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar. Selain itu, 
ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang 
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persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, 
sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, 
suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. 
Selain itu, juga beredar kasus Suap-menyuap yang ramai 
diperbincangkan adalah terkait suap menyuap yang dilakukan oleh mantan 
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terhadap Hakim MK Akil Mochtar 
untuk menyelesaikan kasus sengketa pilkada Banten. Tidak hanya kasus suap-
menyuap, tapi beredar juga kasus Penggelapan pajak yang paling fenomenal 
adalah kasus Gayus Tambunan yang mana seorang pegawai pajak rendahan 
namun memiliki asset hingga ratusan miliar rupiah.
3
 
Kasus terbaru saat ini adalah Perbuatan curang Perbuatan curang yang 
baru-baru ini diungkapkan oleh Gubernur Ahok kepada DPRD DKI yang 
menyelipkan anggaran sebesar 12,7 triliun rupiah untuk hal-hal yang tidak 
diperlukan dan hingga saat ini masih diinvestigasi siapa yang menyelipkan 
anggaran siluman tersebut. Dan akhir-akhir ini juga beredar kasus penistaan 
Agama yang dilakukan oleh Walikota DKI Jakarta yang sangat meresahkan 
seluruh umat Muslim di Dunia.
4
 Untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi, 
perlu adanya praktek kepemimpinan yang kembali kepada praktek 
kepemimpinan Islam yang bersumber kepada al-Qur’an dan Hadist. Karena 
dengan diterapkannya kepemimpinan Islam akan mampu memberikan 
                                                             
3
http://www.kompasiana.com/robipasha/banyaknya-pemimpin-yang-korup-di-
indonesia_54f891eea33311b0158b4567 diakses pada tanggal 3 Maret 2017  
4
http://news.liputan6.com/read/2944404/ahok-berharap-vonis-hakim-tidak-terpengaruh-
desakan-massa diakses pada tanggal 3 Maret 2017 
4 
 
perubahan terhadap praktek kepemimpinan di masa kini. Sehingga akan 
menciptakan kepemimpinan yang mengarah kepada “Rahmatan lil a’lamiin”. 
Saat ini, daerah yang berani menerapkan prinsip-prinsip 
kepemimpinan Islam adalah kota Banda Aceh, Banda Aceh dengan 
keistimewaan telah mencoba menerapkan nilai-nilai keislaman. Banda Aceh 
merupakan daerah pertama yang sejak lahir sudah mempraktekkan ajaran 
Islam dan  menerapkan kepemimpinan Islam di wilayah Asia Tenggara dan 
Kepulauan Nusantara. Islam di Banda Aceh saat ini bukan sekedar label tetapi 
sudah direalisasikan pada sistem pemerintahan bahkan telah masuk ke dalam 
kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari budaya dan undang-undang 
yang terdapat di Kota Banda Aceh telah mengarah kepada perundang-
undangan Islam dengan Konsekuensi pelanggaran sesuai dengan hukum 
Islam. Setelah rentang waktu empat puluh tahun, pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Undang-Undang ini sebagai kontruksi 
kuat bagi Aceh untuk menerapan pemberlakuan Syari’at Islam secara penuh 
tanpa perlu ikut campur tangan pemerintah, secara Yuridis Formal diberikan 
kewenangan yang luas untuk mengatur hukum Syari’at.5  
Menindak lanjuti UU Nomor 44 tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 
2001, dan dalam upaya mempercepat pelaksanaan Syari’at Islam sesuai 
tuntutan masyarakat, pemerintah Aceh telah mengeluarkan sejumlah Perda 
dan Qanun Syari’ah6, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan 
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Syari’at Islam, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar”iyah, 
Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at bidang aqidah, 
ibadah dan syi’ar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan 
sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 
Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Zakat dan lain-lain.
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Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan analisa 
lebih lanjut tentang Kepemimpinan Islam dengan judul “Penerapan Prinsip –
prinsip Kepemimpinan Islam dalam Sistem Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kota Banda Aceh” 
 
B. Penegasan Istilah 
Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip 
Kepemimpinan Islam dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota 
Banda Aceh”, peneliti perlu mempertegas beberapa istilah, terutama pada 
beberapa kata kunci yang peneliti anggap penting. Maksudnya untuk 
menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam penelitian, 
maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut: 
1. Prinsip 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip merupakan sebuah 
asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan 
sebagainya. Menurut Ahmad Jauhar Tauhid menjelaskan bahwa prinsip 
merupakan pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang 
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telah terbukti dan bertahan sekian lama. Menurut Russel Swanburg 
memaparkan bahwa prinsip merupakan kebenaran yang mendasar, hukum 
atau doktrin yang mendasari gagasan.
8
 
2. Kepemimpinan Islam.  
Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi 
dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 
mencapai tujuan, memengaruhi dan untuk memperbaiki kelompok dan 
budayanya. Selain itu, juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-
peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk 
mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, 




Apabila diakitkan dengan kepemimpinan Islam, khususnya perkara 
figur yang mempengaruhi dalam proses, jelas tidak dapat dilepaskan dari 
kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang 
wajib dijadikan tolak ukur dan teladan yang akurat dalam menentukan 




Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema yang artinya 
himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur 
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dan merupakan suatu keseluruhan, selain itu, bisa diartikan sekelompok 
elemen yang independen, namun saling berkaitan sebagai satu kesatuan.
11
 
Menurut Ludwig (1991) mendefinisikan sistem sebagai 
seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi 
dalam satu lingkungan tertentu.
12
  
Selain itu menurut Gordon B. Davis )1995) mendefinisikan sistem 




4. Penyelenggaraan Pemerintahan 
Penyelenggaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai 
arti (seperti pelaksanaan, penuaian). 
 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 
pemerintah merujuk kepada kata lembaga atau orang yang bertugas 
mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan 
pemerintahan adalah hal, cara, hasil kerja pemerintah, mengatur negara 
dengan rakyatnya. 
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C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan 
Islam dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banda Aceh ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip-
prinsip kepemimpinan Islam dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 
Kota Banda Aceh. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan Akademis 
Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait 
dengan kepemimpinan Islam, sehingga menjadi rujukan jika nantinya 
membutuhkan referensi dan rujukan dalam pembelajaran 
kepemimpinan Islam. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 
pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 
Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 
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Komunikasi Islam (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan, belakang masalah, penegasan istilah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  serta sistematika 
penulisan 
BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Kajian teori, kajian 
terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka 
pikir  
BAB III : Metodologi Penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian, 
lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 
penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 
data 
BAB IV : Gambaran Umum. Profil balai Kota Banda Aceh, visi dan 
misi Kota Banda Aceh, susunan organisasi sekretariat 
daerah Kota Banda Aceh. 
BAB V : Hasil penelitian dan Pembahasan. Data mengenai 
penerapan Prinsip-Prinsip pemerintahan Kota Banda 
Aceh. Selanjutnya data yang ada dianalisis  
BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran 
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